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* kum tata Negara Prof Dr Yostil hza Ma-
* hendra SHMSc, yang mengajukan permo-
. honan pengujian atau judicial review (R)
- UU Pemilu tezsebut ke MK. '

- "Sepanjang MK sebagai pengawa‘l pene-

gaken konstiusi di negert ini tetap jernih

 dalam memeriksa permohonan pengujian

UU Permlu ini, saya yakin akan memen-
view ini kata Yusril ke-
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t:eshuld akan menjadi sy-

Sebelumnya secara terpisah Ketua MK
Prof Dr Arief Hidayat SH MS menjamin
pihaknya netral dalam menangani per-
mohonan pengujian UU Pemilu yang
baru saja disahkan tersebut. Arif Hidayat
menjamin tidak akan ada intervensi
apapun di MK termasuk dari penguasa.

”Keputusan MK itu dampaknya kepa-
da rakyat banyak, bukan untuk orang
perorang. Sehingga MK tidak mungkin
diintervensi. MK sekarang tidak ingin
kejadian sebelumnya (kasus suap ha-
kim MK) terulang kembali. Sebagai
ketua MK, saya jamin MK bebas kepen-
tingan. Kami bekerja untuk rakyat

arat bagi parpol dalam mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil
presiden.

Ditanya kapan ia mulai mendaftarkan
permohonannya ke MK, menurut Yusril,
secepat mungkin setelah RUU ini ditan-
datangani oleh presiden dan dimuat
dalam lembaran negara. Bahkan ia siap
maju sendiri ke MK, jika tidak ada masy-
arakat lainnya mengajukan permoho-
nan yang sama. "Kebenaran tokoh tidak
tergantung pada banyak sedikitnya
orang atau kuat dan lemahnya posisi
dalam politik. Sendiri pun saya siap me-
lawan di MK,” tegas Yusril.

Sebagaimana diketahui, sidang pari-

Indonesia,” kata Arief Hidayat di gedung,
MK, saat halal bihalal dengan war-
tawan, Kamis (20/7).

Tadi malam Yusril mengatakan, ke-
pentingan Presiden Joko Widodo dan
parpol-parpol pendukungnya sangat
besar untuk mempertahankan apa yang
telah mereka putuskan. “Namun saya
berharap MK tetap tidak dapat diinter-
vensi oleh siapapun,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengesahan UU
Pemilu yang memuat presidential tres-
hold 20 persen adalah sebuah ‘kecela-
kaan konstitusi, dimana telah terjadi
pelanggaran atas UUD 1945. “Ini harus
dilawan!” tegas Yusril.

Ditambahkannya, perjuangan secara
politik oleh parpol yang menolak kebe-
radaan presidential threshold sudah
berakhir. Kini menjadi tugasnya sebagai
warga Negara yang hak konstitusinya
dilanggar untuk menyusun argumen
konstitusional, guna menunjukkan
bahwa keberadaan presidential treshold
dalam pemilu serentak adalah berten-
tangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal
22E ayat (3) UUD 45.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan
‘Pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum. "Pemilihan umum yang mana
yang pesertanya partai politik? Jawa-
bannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD

purna pembah RUU Pemilu berak-
hir dengan kemenangan parpol pendu-
kung penguasa, setelah empat parpol

lainnya menyatakan walk out. Keempat

parpol yang WO yakni Partai Gerindra,
Partai Demokrat, PKS dy@!l PAN.

Gerinda P: tikan A]ukan U'l Materi

astikan akan mengaju-
aterike MK adalah Fraksi Partai
Gerﬁkah Indonesia Raya. Wakil Ketua
‘Umum Partai Gerindra Fadli Zon meny-
atakan bahwa pihaknya akan terus beru-
saha agar ambang batas presidential th-
reshold di UU Pemilu lﬁsa dlbatalkan
melalui mek ng k i

"Saya kira langkah-langkah hukum se="

lanjutnya akan ditempuh termasuk uji
materi RUU Pemllu di Mahkamah

latif dan pemilu presxden 2019 dilaks-
anakan secara serentak. Logikanya,
dengan pelaksanaan serentak, maka
pemilu 2019 seharusnya tidak ada am-
bang batas parpol untuk mengajukan
capres dan cawapres.

”Keserentakan itu menurut para Ketua

MK baik Hamdan Zoelva maupun
Mahfud MD demikian tidak ada lagi
‘presidential treshold)” kata Fadli.
Berbeda dengan Fraksi Partai
Germdra, Fraksi PAN tidak akan terjun

45 yang 1x akan bah
untuk memilih anggota DPR dan
DPRD,” tambah- Yusril.

Jadi pengusulan capres dan

1g mengajukan uji materi UU
Pemilu, Sekretaris Fraksi PAN Yandri
Susanto menyatakan, PAN akan mem-
berikan duk 1 kepada pihak-pihak

oleh parpol peserta pemilu itu menurut
Yusril, harus dilakukan sebelum pemilu
DPR dan DPRD. Pemilu yang dilaksana-
kan serentak maupun tdk serentak,
presidential treshold mestinya tidak
ada. Apalagi pemilu serentak, yang
perolehan kursi anggota DPR-nya
belum diketahui bagi masing-masing
partai. Dengan memahami dua pasal
‘ 'UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin

yang nanti akan mengajukan gugatan.
Dalam posisi itu, PAN menurut Yandri
sudah merasa terwakili. "Kalau meng-
ajukan materi ke MK itu sudah antri.
Semua ahli hukum tata negara terma-
suk mantan hakim konstitusi yang
mengadili perkara tentang pemilu pre-
siden dan legislatif juga akan mengaju-
kan,” ujarnya.

Fraksi PKS belum menentukan sikap

apakah akan mengajukan uji materi
atau tidak. "Belum ada arahan,” terang
Sutriyono, anggota Pansus RUU Pemilu
dari Fraksi PKS. Jika ada masyarakat
yang mengajukan, pihaknya sangat
menghargai. Menurut dia, ambang ba-
tas presiden sudah jelas melanggar
konstitusi.

Dalam rapat paripurna, kata dia, par-

tainya sangat jelas menolak untuk men-

voting pasal yang bersifat inkonstitusi-
onal. Jadi, persoalnya bukan menang
atau kalah, tapi poin yang akan diputus-
kan itu tidak layak untuk divoting.

Fraksi Partai Demokrat yang juga me-
nolak ambang batas presiden 20-25
persen mempersilahkan masyarakat
untuk mengajukan. “Itu’hak masyarakat
untuk mengajukan gugatan,” terang
Benny K. Harman, anggota DPR dari
Fraksi Partai Demokrat. Pihaknya tidak
akan langsung mengajukan Judicial
Review (JR).

Terpisah, anggota Pansus RUU Pemilu
dari Fraksi PDIP Anf,,mbpwo menyata-

kan langkah pihak-pihak untuk meng-

ajukan uji materi adalah hak konstitusi-
onal masmg-masing Namun, Arifjuga
‘mengingatkan selain ji materi terkait
pemilu serentak, MK juga pernah
mengujl ﬂb]ek 5ugatan terkait ambang
batas. "] n putusan MK, ambang
batas adalah hak pembuat UU,” kata Arif.

Menurut Arif, sudah dua kali pemilu
di Indonesia menggunakan ambang
batas. Diri.nya menepis jika dengan pe-

- netapan ini, munculpotensi calon pre-
siden tu%al P a:l,aman pilpres
2009 dan mbuktikan,

banyak calon m:
batas ini,” ujarnya.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman
Edy mengatakan, pihaknya sangat me-
nyadari bakal banyak yang mengajukan
uji materi ke MK. Secara pribadi, di-
rinya siap jika dipanggil sebagai saksi
dalam sidang di MK nanti. Ia akan men-
jelaskan semua proses yang terjadi da-
lam pembahasan revisi undang-un-
dang. Termasuk soal ambang batas
presiden. Bagaimana perdebatan antar
fraksi. Menurutnya, pria asal Riau itu
juga akan menyampaikan bahwa pan-
sus sudah datang ke MK untuk konsu-

engan ambang

~ latasi dan mengundang pakar hukum.

Politikus PKB itu menyarankan agar
MK mengumumkan ke publik terkait
waktu pengajuan JR untuk UU Pemilu.
Mungkin perlu diberi batas waktu, se-
hingga penyelesaian gugatan bisa cepat
selesai. Jadi, JR untuk undang-undang
baru itu perlu diprioritaskan, sehingga
tidak sampai menganggu proses persia-
pan pemilu 2019.

Namun, penanganan uji materi sepe-
nuhnya menjadi kewenangan MK. Jadi,

pihaknya hanya memberi masukan
saja. Pansus sendiri siap menghadapi
gugatan terkait undang-undang yang
sudah dibuat. <

Menurut Lukman, pengajuan uji ma-
teri ke MK masih menunggu UU itu
diundangkan di lembar negeri. Dia
berharap, pada 1 Agustus mendatang,
UU Pemilu yang baru sudah diundang-
kan. Saat ini, pansus masih menyelesa-
ikan sinkronisasi terhadap pasal-pasal
yang ada. “Senin sudah selesai,” terang
mantan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal (PDT).

Sementara itu, Ahli Hukum Tata
Negara Irman Putra Sidin juga menilai
PT 20-25 persen sebagai pelanggaran
konstitusi. Menurutnya, Putusan MK

'Nomor 14/PUU-X1/2013 empat tahun
lalu bukan hanya bermaksud meny-
erentakkan pemilu. Tapi juga membe-
rikan hak yang sama kepada partai
untuk bisa mengajukan calon presiden.
"Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 juga meny-
atakan bahwa hak setiap parpol peserta
pemilu mengusulkan pasangan capres,”
ujarnya.

Dalam putusan, lanjutnya, MK seja-
tinya telah menyatakan bahwa ambang
batas pencalonan Presiden bagi Partai
Politik, tidak ada hubungannya dengan
penguatan sistem Presidensial.
Sebaliknya, PT justru membelenggu
presiden. Pasalnya, untuk bisa menca-
lonkan presiden, partai harus saling
lobi dan tawar menawar dengan partai
lainnya. "Ini berakibat mempengaruhi
jalannya roda pemerintahan di kemu-
dian hari,” imbuhnya. Parahnya, lanjut
Irman, negosiasi itu pada kenyataannya
lebih banyak bersifat taktis dan sesaat
dibanding kepentingan strategis dan
jangka panjang.

Karena itu, dalam pemerintahan, pre-
siden terpilih pada faktanya menjadi
sangat tergantung pada koalisi partai
politik yang mengusungnya. Akibatnya,
dapat mereduksi posisi Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Irman menilai, syarat ambang batas
yang telah diputuskan DPR dan
Presiden justru menyandera Presiden
yang berkuasa, dan melemahkan keku-
asaan Presidensial. "Ambang batas ter-
sebut sesungguhnya ingin melanggeng-
kan fenomena kawin paksa Capres,”’
terangnya.

Selain itu, parpol yang memperoleh
kursi di DPR pada pemilu 2014, tidak
serta merta mendapatkan kursi lagi pa-
da pemilu 2019. Sehingga intensi
penguatan presidensial tidak linearter-
jadi. Jutsru menyandera dan melemah-
kan kekuasaan Presiden itu sendiri yang
sudah dipilih oleh rakyat. (esa/bay/
lum/far)
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